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Tak Boleh Ada Kerumunan

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy
Prabowo dan Menteri Sosial Juliari
Batubara.

Ada beberapa kemungkinan yang
mendorong pola penyalahgunaan terse-
but. Pertama, pejabat yang bersangkutan
sudah terbiasa dan cukup banyak jajaran
pejabat pemerintah melakukannya se-
hingga tidak ada rasa bersalah.   Kedua,
publik kurang paham bahwa penyalahgu-
naan kewenangan di antara pejabat itu
termasuk kategori korupsi, memaklu-
minya sebagai bagian dari keistimewaan
seorang pejabat.  

Dalam definisi korupsi, pola penyim-
pangan itu disebut memperdagangkan
pengaruh, menjual kewenangan, atau
dalam definisi Bank Dunia disebut seba-
gai ëpenyalahgunaan jabatan publik un-
tuk keuntungan pribadií. Menteri Edhy
membuka keran ekspor benur Mei
melalui Permen KKP No.12/2020. Sejak
itu, sudah sekitar 50 juta ekor benur dieks-
por ke Vietnam dan beberapa negara
(Tempo, 30/11)  Syarat bagi pemegang
izin ekspor sebenarnya cukup berat.
Selain kuota dan lokasi penangkapan
yang jelas, perusahaan wajib menyer-

takan hasil kajian yang harus disetujui
Ditjen Perikanan Tangkap. Tetapi yang
terjadi adalah banyak izin yang diberikan
dengan aroma konflik kepentingan, peja-
bat menjual kewenangan untuk memper-
oleh suap dari para eksportir. 

Menteri Juliari Batubara diduga
menyalahgunakan dana Bansos dalam
penanganan wabah Covid-19 yang
berupa 272 kontrak pembagian paket
sembako senilai Rp 5,9 triliun (Kom-
pas, 7/12). Pola penyimpangannya
sebenarnya sudah cukup sering terjadi,
yaitu pengenaan fee bagi setiap paket
Bansos yang dibagikan. Penyim-
pangan itu terjadi terhadap bantuan pe-
merintah untuk mengatasi dampak lu-
as dari pandemi di Indonesia. 

Ada tiga pelajaran yang dapat dipetik
dari kasus ini. Pertama, setiap kebijakan
yang diambil  seorang pejabat berpotensi
untuk disalahgunakan dan kecenderun-
gan menjual kewenangan bisa terjadi pa-
da siapa saja. Semakin tinggi jenjang ja-
batan semakin besar pula ënilai jualí ke-
wenangan seorang pejabat. Kedua,
kaidah dasar yang berlaku adalah bahwa
jika seorang pejabat hanya menguta-

makan kepentingan pribadi, kroni, atau
kelompoknya, maka yang menjadi korban
sudah pasti adalah kepentingan publik
atau kepentingan khalayak. Dalam kasus
suap ekspor benur di Kementerian KP
dan penyimpangan dana Bansos di
Kemensos, pada akhirnya kerugian harus
ditanggung oleh publik secara luas. 

Ketiga, kecenderungan pejabat yang
menjual kewenangan buat kepentingan
pribadi sebenarnya bisa dikurangi jika sis-
tem pengawasan diperkuat, keterlibatan
publik diperluas, dan hukuman bagi ko-
ruptor diperberat. Investigasi media mas-
sa, laporan dari komunitas dan resipien
program, serta kepedulian masyarakat
untuk mengawasi penggunaan dana pe-
merintah sangat diperlukan. Kita harap-
kan bahwa pengadilan terhadap semua
pejabat yang korup ditegakkan tanpa pilih
kasih dengan sanksi hukuman yang
setimpal. Publik sedang menyaksikan
apakah aparat penegak hukum dan pe-
merintah serius untuk menangani korupsi
di masa pandemi ini. 

(Penulis adalah gurubesar pada
Departemen Manajemen dan Kebijakan
Publik Fisipol UGM)-d

YOGYA (KR) - Momentum libur Natal dan
Tahun Baru (Nataru) selalu dinanti-nantikan oleh
masyarakat yang didalamnya termasuk wisa-
tawan maupun pengelola jasa pariwisata.
Namun perayaaan Nataru yang dilakukan diten-
gah pandemi Covid-19 membutuhkan perhatian
ekstra khususnya yang berkaitan dengan pene-
gakkan protokol kesehatan termasuk didestinasi
wisata atau tempat keramaian. 

Selain itu untuk mengantisipasi adanya pe-
nambahan kasus, kabupaten dan kota diminta
untuk lebih selektif dalam memberi izin terutama
terhadap kegiatan yang bisa memicu terjadinya
kerumunan.

"Selama ini momentum Nataru sering diman-
faatkan untuk kumpul dengan keluarga  atau me-
ngunjungi objek wisata. Tapi karena pandemi
Covid-19, alangkah baiknya jika masyarakat me-
nyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.
Masyarakat dan wisatawan boleh merayakan
natal maupun tahun baru, dengan catatan harus
menerapkan protokol kesehatan dan tanpa keru-
munan. Jadi tidak ada larangan pesta tahun
baru, tapi tidak boleh ada kerumunan," kata
Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo, di
Kompleks Kepatihan, Kamis (10/12).

Singgih mengungkapkan, untuk menghadapi
kegiatan wisata akhir tahun ini seluruh destinasi
dan usaha pariwisata telah dilengkapi sarana-

prasarana pendukung. Terutama untuk menun-
jang penerapan protokol Kesehatan serta pelati-
han petugas di lapangan untuk implementasi
protokol kesehatan.

Selain itu bagi mereka yang mau melakukan
event wajib mengantongi izin dan tidak boleh ada
kerumunan. Apabila ada masyarakat menemu-
kan kerumunan  masyarakat bisa melaporkan ke
hotline Satpol PPDIY, sehingga bisa langsung di-
tangani. Karena bagi masyarakat atau wisa-
tawan yang melanggar prokes, bisa terancam
dikenai sanksi atau bahkan dibubarkan  oleh
Satpol PP.

"Kami lakukan pendampingan, verifikasi, serti-
fikasi. Sertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang ke-
mudian memberi tanda destinasi atau usaha ber-
sangkutan telah memenuhi persyaratan penye-
lenggara pariwisata," ungkap Singgih.

Komentar senada diungkapkan oleh Wakil
Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19
DIY, Biwara Yuswantana. Menurutnya dalam
perayaan tahun baru tidak boleh ada keru-
munan.  Bahkan untuk mengoptimalkan hal
itu,Gubernur DIY sudah mengirim surat edaran
ke kabupaten/kota untuk memperketat peng-
awasan prokes di masing-masing wilayahnya.
Pemkab/Pemkot diminta memperketat berbagai
izin kegiatan Nataru yang berpotensi menim-
bulkan kerumunan.                                           (Ria)-f

JAKARTA (KR) - Daihatsu Sirion meraih
penghargaan sebagai Mobil City Car
Terbaik pilihan anak muda di Indonesia pa-
da ajang Marketeers Youth Choice Brands
of The Year 2020. Penghargaan yang dige-
lar MarkPlus Inc dan Marketeers secara on-
line ini merupakan ajang apresiasi pada
merek-merek pilihan Generasi Z.

Penghargaan tersebut dinilai berdasar-
kan hasil survei online Marketeers periode
Oktober-November 2020 terhadap 1.300
responden Generasi Z di seluruh Indonesia
dengan rentang usia 18-25 tahun.
Mayoritas responden mahasiswa dari
berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.

"Kami bersyukur Daihatsu Sirion menda-
pat penghargaan sebagai City Car Terbaik
pilihan anak muda di Indonesia," ujar
Amelia Tjandra, Marketing Director dan
Corporate Planning & Communication
Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) di
Jakarta, Kamis (10/12).

Amelia mengatakan, Daihatsu Sirion sa-
ngat cocok sebagai sahabat anak muda
dalam menemani berbagai aktivitas mere-
ka, karena dilengkapi beragam fitur enter-

taining kekinian. "Semoga penghargaan ini
semakin memotivasi Daihatsu untuk dapat
memenuhi selera anak muda di Indonesia,"
tambahnya.

Sesuai slogan produknya yakni Sahabat
Muda, Daihatsu Sirion tampil dengan de-
sain yang stylish dan sporty dengan aerokit
baru, beragam fitur nyaman dan entertain-
ing, serta perawatan yang mudah (no wor-
ries). 

"Dari ketiga hal inilah menjadikan
Daihatsu Sirion menjadi perhatian khusus
dan sangat cocok bagi Sahabat Muda," je-
las Amelia Tjandra.

Dalam hal keselamatan, Daihatsu Sirion
juga dilengkapi fitur keamanan lengkap,
seperti Vehicle Stability Control (VSC), trac-
tion control, Antilock Braking System (ABS),
dan Electronic Brakeforce Distribution
(EBD) untuk memaksimalkan performa
bermanuver dan pengereman, sehingga
berkendara menjadi semakin aman dan
nyaman. Sirion juga memiliki empat air bag,
sensor parkir depan dan belakang, kamera
parkir, ISOFIX, dan seatbelt tiga titik bagi
seluruh penumpang.                           (Imd)-d

Pasal 160 KUHP berbunyi,
barang siapa di muka
umum dengan lisan atau
tulisan menghasut supaya
melakukan perbuatan pi-
dana, melakukan kekeras-
an terhadap penguasa
umum atau tidak menuruti
baik ketentuan undang-un-
dang maupun perintah ja-
batan yang diberikan
berdasar ketentuan un-
dang-undang, diancam de-
ngan pidana penjara paling
lama enam tahun atau pi-
dana denda paling banyak
empat ribu lima ratus ru-
piah.

Pasal 216 ayat (1) KUHP
menyebutkan, barangsiapa
dengan sengaja tidak
menuruti perintah atau per-
mintaan yang dilakukan me-
nurut undang-undang oleh
pejabat yang tugasnya
mengawasi sesuatu atau
oleh pejabat berdasarkan
tugasnya, demikian pula
yang diberi kuasa untuk
mengusut atau memeriksa
tindak pidana; demikian pu-
la barangsiapa dengan se-

ngaja mencegah, mengha-
lang-halangi, atau mengga-
galkan tindakan guna men-
jalankan ketentuan undang-
undang yang dilakukan
salah seorang pejabat

tersebut, diancam dengan
pidana penjara paling lama
empat bulan dua minggu
atau pidana denda paling
banyak Rp 9.000 per pa-
sangan calon.              (Ful)-f

suara, paslon nomor urut 2 Immawan-
Martanty 50.820 suara, paslon  nomor 3
Bambang Wisnu-Benyamin 116.520 suara
dan paslon H Sunaryanta-Heri Susanto
148.232. Namun demikian Calon Bupati
Gunungkidul  Sutrisna Wibawa  nantinya
masih akan menunggu proses resmi dari
KPU Kabupaten Gunungkidul. Untuk
memperoleh penghitungan secara resmi. 

Ketua Tim Pemenangan  H Sunaryanta-
Heri Susanto,  yang juga Ketua DPD
Golkar Heri Nugroho di dampingi
Sekretaris Syarif Guska Laksana meng-
ungkapkan, berdasarkan data real count
yang dilaksanakan Badan Saksi Nasional
Partai Golkar, Paslon H Sunaryanta dan
Heri Susanto unggul di Pilkada
Gunungkidul. Untuk perolehan suaranya
mencapai  152.787 suara atau sebanyak
33,01 persen.  Sedangkan posisi kedua
yakni Paslon Nomor Urut 1 Sutrisna-Ardi
142.548 (30,80 persen), disusul Paslon
Nomor Urut 3 Bambang Wisnu-Benyamin
sebanyak 114.623 suara (24,76 persen)
dan terakhir Paslon Nomor Urut 2
Immawan-Martanty sebanyak 52.924
suara (11,43 persen). "Berdasarkan perhi-
tungan ini Paslon H Sunaryanta-Heri
Susanto memenangkan Pilkada

Gunungkidul," imbuhnya.
Berdasarkan perhitungan resmi semen-

tara KPU Gunungkidul, Kamis (10/12)
hingga pukul 20.45 WIB Paslon Nomor
Urut 4 H Sunaryanta-Heri Susanto unggul
dengan persentase 33,1 persen, disusul
urutan kedua yakni Paslon Nomor Urut 1
Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd-Mahmud
Ardi Widanto SIP 32,4 persen, urutan keti-
ga Paslon Nomor Urut 3 Bambang Wisnu
Handoyo-Benyamin Sudarmadi sebanyak
24,0 persen dan posisi terakhir Paslon
Nomor Urut 2 Immawan Wahyudi-
Martanty Soenardewi memperoleh  10,5
persen. Jumlah tersebut berasal  942 dari
jumlah total 1.900 TPS (49,58 persen)
Komisioner Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Ahmad Shidqi mengemukakan, ma-
syarakat sebaiknya bersabar menunggu
pengumuman resmi KPU. Hasil yang dili-
hat di website KPU sifatnya sementara.    

Saling klaim kemenangan juga terjadi di
Pilkada Kabupaten Purworejo, Jawa
Tengah. Sebelumnya pasangan Agus
Bastian-Yuli Hastuti mengklaim kemenang-
an dengan perolehan 146.783 atau 36,43
persen, diikuti paslon Kuswanto-Kusnomo
mendapat 140.857 suara atau 35 persen
dan Agustinus Susanto-Kelik Rahmat

Kabuli dengan 114.848 suara  atau 28,53
persen. Kini Kubu  

Kuswanto-Kusnomo mengklaim unggul
tipis dibandingkan Paslon Urut Agus
Bastian -Yuli Hastuti. Pasangan Kuswanto-
Kusnomo tersebut menang dengan selisih
suara 131 suara dengan memperoleh
143.349 suara, sedangkan paslon Agus
Bastian-Yuli  mendapat 143.218 suara.
"Hitungan kami berdasar formulir C 1 dan
foto C 1 Plano yang disampaikan para sak-
si di TPS," kata Juru Bicara Tim Kuswanto-
Kusnomo, Abdullah.

Data tersebut bersumber dari 1.879 TPS
dari 1.901 TPS di seluruh Purworejo.
Menurutnya, suara paslon 02 dipastikan
akan bertambah seiring selesainya rekapit-
ulasi tim data paslon.

Berdasar data itu, kata Abdullah, Paslon
01 unggul di Kecamatan Kaligesing dan
Bagelen dengan perolehan 115.446,
Paslon 02 di Kecamatan Bener, Gebang,
Kemiri, Pituruh, Butuh, Kutoarjo, dan
Bruno. Sementara Paslon 03 menang di
Kecamatan Loano, Grabag, Purwodadi,
Ngombol, Bayan, Banyuurip, dan
Purworejo. "Berdasarkan hitungan itu, kami
menilai  kekuatan 01 dan 02 relatif berim-
bang," ucapnya.                 (Ded/Bmp/Jas)-f

WIRAUSAHA DISABILITAS MENEMBUS BATAS

Tidak Pilih-pilih, Tepat Ambil Peluang

"Pengembangan UMKM disabilitas
bisa dengan fasilitas dari Dinas
Koperasi dan UKM DIY, juga dukung-
an Bank BPD DIY yang peduli
wirausaha disabilitas," ucap Ketua
Dewan Kerajinan Nasional Daerah
(Dekranasda) DIY GKR Hemas dalam
Special Talkshow 'Wirausaha
Disabilitas Menembus Batas', Kamis
(10/12) siang yang disiarkan langsung
channel YouTube Dinas Koperasi dan
UKM DIY.

Talkshow dalam rangkaian
Pameran Virtual UMKM Jogjakarta
yang dihelat WiraKarya SiBakul Jogja
ini juga menghadirkan pelaku UMKM

pendiri Difabike Triyono dan Direktur
Pemasaran PT Bank BPD DIY R Agus
Trimurjanto SE MM, dengan  modera-
tor Den Baguse Ngarso.

"Jangan hanya produk makanan,
bisa inovasi lain seperti dilakukan
Difabike dengan terobosan luar biasa
dalam jasa transportasi/pengiriman
yang dilakukan warga disabilitas,"
ungkap GKR Hemas.

Triyono menjelaskan, Difabike yang
didirikan 2014 merupakan kreasi dari
warga difabel berkursi roda yang pu-
nya keinginan kuat untuk bisa mobili-
tas, pergi ke mana-mana. "Awalnya
hanya 2-3 orang, tahun 2020 Difabike

yang mengadopsi Grab dengan fitur
transportasi ini sebenarnya akan
ekspansi ke-10 kota di Jawa tapi ter-
hambat karena pandemi Covid-19,"
ucap Triyono yang menyebut rekan-
rekan difabel 'berkemampuan khusus'
bukan 'berkebutuhan khusus'.

Diakui, empat bulan saat pandemi
Mei-Agustus 2020 sempat sepi, tidak
ada pemasukan. Namun kemudian
membuat program-program, seperti
Belanjain yang Siap, untuk membantu
belanja masyarakat yang stay at
home. "September 2020 bangkit kem-
bali dengan 1.200 pelanggan khusus,
dan kita siap mengembangkan layan-
an-layanan yang potensial," ucapnya.

Triyono menyebutkan, saat ini
Difabike terus membangun kerja
sama dan jejaring dengan anggota
yang sudah bankable dalam pengem-
bangan usaha. "Seperti program pe-
ngadaan motor untuk teman difabel,
penggunaan KUR, kolaborasi CSR,
dan lainnya," jelas Triyono.        (R-4)-d

YOGYA (KR) - Masa pandemi Covid-19, jenis pekerjaan
menjadi sangat tebatas dan tidak bisa pilih-pilih. Termasuk usa-
ha mikro kecil menengah (UMKM) maupun wirausahawan
harus inovatif dan bisa mengambil peluang yang ada dengan
tepat. UMKM yang dikelola penyandang difabel (disabilitas) ter-
bukti sukses menembus batas meraih peluang yang ada de-
ngan fokus tanpa memilih-milih.

Ia juga mengemukakan, peringatan
HAM sedunia yang diperingati setiap 10
Desember harus meneguhkan kesadaran
masyarakat untuk bahu membahu dalam
solidaritas kebangsaan. Taufan menyam-
paikan demikian karena belakangan ini sol-
idaritas kebangsaan menjadi kata kunci
yang sering kali dilupakan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof
Dr Haedar Nashir mengemukakan, masih
ada berbagai kelemahan dalam praktik
menegakkan HAM di Indonesia. 

Dengan demikian, menjadi kewajiban
bersama bagaimana HAM baik yang bersi-
fat universal maupun yang telah menjadi
komitmen konstitusional dalam Pancasila
dan Undang Undang Dasar 1945 diwujud-
kan di dalam kehidupan sebagai bangsa.
Negara harus tetap menghormati dan me-
ningkatkan berbagai jaminan konstitusional
agar setiap warga negara sebagaimana di-
jamin konstitusi dapat hidup sesuai prinsip
HAM, sehingga  siapapun di Republik ini
termasuk negara tidak boleh melanggar
HAM dan merugikan HAM.

Menurut Ketua Komnas HAM, HAM me-
rupakan komitmen global dan nasional
yang telah berjalan puluhan tahun bahkan
ratusan tahun sebagai wujud penghor-
matan terhadap hak-hak dasar manusia
untuk hidup dan melangsungkan kehidup-
an dengan berbagai jaminan hak asasi
manusia.

"Islam merupakan agama yang menjun-
jung tinggi nilai kemanusiaan dengan hak
dasar hidupnya, Islam meletakkan manu-
sia fii akhsani taqwim dalam semulia-mu-
lianya penciptaan. Penghormatan terha-
dap laki-laki dan perempuan, penghor-
matan terhadap segala kebebasan yang
menjadi hak milik manusia sebagai insan
yang diciptakan mulia, penghormatan ter-
hadap hidup kebersamaan, saling menye-
lamatkan sebagai bagian dari hifdun nafs
(menjaga jiwa manusia)," tuturnya. 

Bersamaan dengan itu, kesadaran akan
HAM  pada setiap warga bangsa juga
harus disertai semangat untuk mewujud-
kan kemanusiaan yang adil dan beradab.
”Karena itu  pelaksanaan HAM setiap war-
ga tidak boleh menciderai dan menggang-
gu serta merugikan hak asasi yang lain,”
tegas Ketua Umum PP Muhammadiyah.
Haedar juga menegaskan, semangat per-
satuan Indonesia juga perlu menjadi
bingkai di dalam kehidupan kita mene-
gakkan HAM.

Sebagai refleksi kita bagaimana HAM
Bangsa Indonesia dibangun di dalam
kerangka kehidupan kolektif berbasis aga-
ma, Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa.
Sekaligus juga koherensi dengan HAM
yang bersifat universal. Yang dalam pesan
Islam disebut Ketua Umum PPMuhamma-
diyah melahirkan tata hubungan HAM dan
relasi antar bangsa yang rahmatan-lil

alamin. 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menga-

takan pemerintah memiliki komitmen besar
terhadap penghormatan, perlindungan,
dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM)
yang merupakan pilar penting bagi
Indonesia yang beradab, tangguh dan ma-
ju. Selain itu, pemerintah juga selalu ber-
upaya untuk menuntaskan masalah HAM
masa lalu secara bijak dan bermartabat.
Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi
dalam sambutannya secara virtual untuk
Peringatan Hari HAM, Kamis (10/12).

Untuk itu Presiden mengajak seluruh pi-
hak untuk bekerja sama demi kemajuan
bangsa. Melalui Menko Polhukam,
Presiden Jokowi mengaku telah menu-
gaskannya agar penyelesaian masalah
HAM masa lalu.

Komitmen kuat pemerintah dalam pene-
gakan HAM telah dituangkan dalam
Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025.
Hak sipil, politik, ekonomi, sosial serta bu-
daya harus dilindungi secara berimbang
dan tidak ada satupun yang terabaikan.

Sementara itu, di tengah pandemi saat
ini, Kepala Negara mengatakan, seluruh pi-
hak harus terus bekerja keras untuk meng-
hambat penyebaran virus, mengobati yang
sakit, mencegah kematian dan memberi-
kan bantuan ekonomi bagi masyarakat ku-
rang mampu yang terdampak.

(Ful/Fsy/Sim)-f

kepala daerah terpilih adalah para pemimpin
yang berintegritas. Artinya. Mereka akan men-
jalankan pemerintahannya dengan menerap-
kan tata kelola pemerintahan yang bersih dari
korupsi.

Sehubungan hal itu, jelas Ipi, sudah diingat-
kan KPK dalam serangkaian kegiatan webinar
pembekalan bagi peserta dan penyelenggara
Pilkada di 270 daerah. Melalui kegiatan terse-
but, KPK memberikan pemahaman khusus
kepada calon kepala daerah tentang persoalan
pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang akuntabel dan bersih dari korupsi.

Ipi mengatakan, melalui program 'Pilkada
Berintegritas' tersebut, KPK juga telah
menyampaikan potensi korupsi dan titik-titik
rawan dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah termasuk sejumlah kasus kepala da-
erah yang ditangani KPK. "Untuk itu, harapan-
nya calon kepala daerah dapat menghindari
risiko korupsi setelah terpilih dan menjabat," tu-
turnya.

Berdasarkan pengalaman KPK dalam me-
nangani tindak pidana korupsi, menurut Ipi, seti-
daknya terdapat lima modus korupsi kepala da-
erah. Pertama, intervensi dalam kegiatan be-

lanja daerah mulai dari pengadaan barang dan
jasa, penempatan dan pengelolaan kas da-
erah, pelaksanaan hibah dan bantuan sosial
(bansos), pengelolaan aset hingga penem-
patan modal pemda di BUMD atau pihak keti-
ga.

Kedua, ungkap Ipi, intervensi dalam peneri-
maan daerah mulai dari pajak daerah dan re-
tribusi, pendapatan daerah dari pusat sampai
kerja sama dengan pihak lain. Ketiga, intervensi
dalam perizinan mulai dari pemberian
rekomendasi, penerbitan perizinan sampai pe-
merasan. Untuknya keempat, kata Ipi, bentu-
ran kepentingan dalam proses pengadaan
barang dan jasa, rotasi, mutasi, promosi, dan
rangkap jabatan. "Lelima penyalahgunaan
wewenang dalam proses lelang jabatan," pa-
parnya.

KPK, tegas Ipi, juga mengharapkan modus-
modus korupsi tersebut tidak lagi dilakukan. Ia
juga menyebutkan, sebagai upaya pencegah-
an KPK akan mengawal implementasi komit-
men kepala daerah terpilih dalam pemberan-
tasan korupsi dengan menerapkan delapan
area intervensi perbaikan tata kelola pemerin-
tahan daerah.                                                  (Ful)-f


